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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5§ TAHUN 2017

TENTANG

KONFIRMASI STATUS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM
PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1]

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan S8anksi Administrasi Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Keria, Pekerja, dan Penerima
Bantuan luran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
Pemerintah Kota Semarang dapal menerapkan saksi
administratif berupa tidak mendapatkan layanan publik
tertentu atas permintaan BPJS;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Walikota Semarang tentang Konfirmasi  Status
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan
Jaminan Sosial Kesehatan dalam Pemberian Pelavanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44356},

. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50281




5.

10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat [ Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,
Jepara Dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang Dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89},

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, Selain Pemberi Kerja, Pckerja, dan Penerima
Bantuan [uran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 548 1};

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93},




14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
{Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
111);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114};

16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan = PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BARB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang,

. Pemerintah Daerah adalah Walikota  sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Walikota adalah Walikota Semarang.

. Pemberi kerja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan lainya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara
yvang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji , upah , atau
imbalan dalam bentuk lainnvya.

. Pekerja adalah setiap orang vang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan d¢alam bentuk lainnya.

. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
vang layak

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.

. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.




9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pclayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat.

11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar
Usaha.

12. Non Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas kepada sesecorang atau
sckelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara.

13. Pelimpahan Wewenang adalah penyverahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Non petizinan, termasuk
penandatangannva atas nama Walikota.

14. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah Walikota beserta perangkat daerah yang mendapat
pendelegasian wewenang.

15. Pelaksana penyelenggara yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam
organisasi penyelenggara perizinan dan non perizinan,

16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk
sehagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah
kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dilakukan dalam satu tempat.

18. Standar Pelavanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan
terukur.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini memual pengaturan mengenai
penyelenggaraan konfirmasi status kepesertaan  jaminan sosial
ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan
publik tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KONFIRMASI STATUS KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Pasal 3

(1}  Pemeriniah daerah melakukan konfirmasi status kepesertaan jaminan
sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sebelum
memberikan layanan publik tertentu,

(2) Konfirmasi status kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:



a.BPJS  Ketenagakerjaan  untuk  kepesertaan  jaminan  sosial
ketenagakerjaan; dan

b. BPJS Kesehatan uniuk kepeseriaan jaminan sosial kesehatan.

(3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah
perijinan dan nen perijiinan yang ditetapkan dalam pelimpahan wewenang
kepada lembaga penyelenggara PTSP di Daerah.

Pasal 4

Konfirmasi status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung
dengan sistem informasi pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

(1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan
Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS
Keschatan.

(2) Permintaan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konfirmasi
dalam sistem aplikasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4,

Pasal 6
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status kepesertaan

jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan diatur dalam
perjanjian kerjasama.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status kepesertaan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial keschatan diatur dalam
Standar Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang ,
pada tanggal 32 LW O Wi

WALILE SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 49 Délmnol 201
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANA

RERITA NDAFRAH KOTA SEMARANG TAHTIN 7017 NOMOR




